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ABSTRAK 

 

 

 

Di jaman modern ini, seluruh sosial media dapat dengan mudah diakses oleh semua 

orang baik anak kecil hingga orang dewasa. Semua orang berlomba-lomba untuk 

memperlihatkan wajahnya hingga penampilannya dengan percaya diri. Di era 

seperti ini tampilan fisik seseorang menjadi sangatlah penting hingga banyak yang 

memilih untuk menggunakan jalur bedah estetik, bahkan bedah estetik sudah mulai 

menjadi suatu trend. Di Indonesia sendiri, hukum positif yang mengatur mengenai 

bedah estetik sangatlah minim, bahkan sekaligus Undang-Undang No. 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan pun hanya mengatur secara sepintas saja mengenai bedah 

estetik.  

Perlindungan konsumen di sini sangatlah diperlukan, mengingat minimnya aturan 

yang mengatur mengenai bedah estetik dan juga banyaknya pasien yang buta 

hukum atau bahkan tidak memikirkan akibat hukumnya jika terjadi sesuatu yang 

tidak diinginkan. Meskipun banyaknya cacat aturan di dalam Undang-Undang No. 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengingat aturan ini sudah sejak 

tahun 1999 belum dirombak ulang, pada prinsipnya UUPK dibuat dengan tujuan 

untuk mengutamakan pemenuhan hak-hak konsumen yang seringkali posisinya 

lebih lemah dibandingkan pelaku usaha.  

 

 

Kata Kunci : Bedah Estetik, Dokter, Pasien, Perlindungan Konsumen, Prestasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang  

Bedah plasik berasal dari empat bahasa yaitu plasein (Bahasa Kunonya), 

plastiec (Bahasa Belanda), plasticos (Bahasa Latin), dan plastics (Bahasa 

Inggris). Keempat bahasa tersebut memiliki arti yang sama yaitu berubah 

bentuk .1 Secara umum, definisi bedah plastik adalah berubah bentuk melalui 

pembedahan, sedangkan pengertian umum bedah plastik menurut ilmu 

kedokteran adalah pembedahan jaringan ataupun organ yang akan dioperasi 

dengan memindahkan jaringan maupun organ dari satu tempat ke tempat yang 

lainnya guna untuk menambah jaringan yang akan dioperasi.2 

 

Menurut Parker, seorang sosiolog yang mendalami penelitian mengenai 

bedah estetik bersama Professor Sander Gilman, yakni seorang Profesor Seni 

dan Sains Liberal serta Profesor Psikiatri di Universitas Emory 

mengemukakan bahwa perkembangan bedah plastik di masyarakat datang 

dari dua perang dunia dengan fokus untuk memperbaiki penampilan para 

tentara yang penampilan fisik nya rusak karena berperang. 3  Tujuan dari 

memperbaiki fisik yang rusak akibat perang tersebut adalah supaya mereka 

dapat kembali diterima di masyarakat. Sejak saat ini bedah plastik mengubah 

perspektif dalam masyarakat dan mulai dilihat sebagai praktik yang penting 

dan tindakan terpuji secara moral.4  

 

Setelah bedah plastik mengalami perjalanan yang sangat panjang dan 

kemudian terus berkembang ke berbagai negara hingga akhirnya pada tahun 

 
1  Nurul Maghfiroh dan Heniyatun, Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum 

Islam, The 2nd University Research Coloquium 2015, ISSN 2407-9189, hlm. 121.  
2  Id., hlm. 121-122. 
3  Nicola R Dean, dkk., Defining Cosmetic Surgery, Australasian Journal of Plastic Surgery, Vol. 1 

No. 1, 2018, hlm. 96. 
4  Id. 
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1958 seorang dokter bernama dr.Moenadjat Wiratmadja mulai merintis dan 

mengembangkan ilmu bedah plastiknya di Indonesia. 5  dr. Moenadjat 

Wiratmadja disebut juga sebagai Bapak Bedah Plastik Indonesia. Awal mula 

dirintisnya bedah plastik di Indonesia yaitu sejak kembalinya beliau setelah 

menyelesaikan pelatihan bedah plastiknya pada tahun 1959 di divisi bedah 

plastik Washington University.6 Ia mengabdikan ilmu barunya kepada pasien 

dan memelopori sistem pendidikan bedah plastik pertama untuk mahasiswa 

kedokteran dan trainee bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 

dan Rumah Sakit Nasional Cipto Mangunkusumo (RSCM).7 

 

Terdapat tiga tujuan dilakukannya bedah plastik yaitu perbaikan fungsi, 

perbaikan bentuk, dan pengobatan. Namun saat ini yang banyak digemari oleh 

masyarakat terutama kaum perempuan adalah bedah plastik dengan tujuan 

perbaikan bentuk yang disebut sebagai "bedah estetik", dimana dilakukan 

operasi bentuk yang dinilainya ‘kurang menarik’ sehingga menjadi kelihatan 

‘lebih menarik’, misalnya seorang pasien dengan kelopak mata yang kurang 

simetris dan menurutnya menjadi terlihat kurang menarik sehingga pasien 

tersebut melakukan bedah estetik dengan menghilangkan lemak di kelopak 

mata kiri nya supaya terlihat simetris dan lebih menarik.  

 

Secara ilmu medis, bedah plastik dibagi menjadi dua yaitu bedah rekonstruksi 

dan bedah estetik. Bedah rekonstruksi merupakan serangkaian prosedur medis 

yang ditujukan untuk memperbaiki keadaan yang tidak normal atau cacat 

diubah menjadi mendekati keadaan normal, contohnya suatu cacat lahir atau 

cacat bawaan seperti bibir sumbing, syndactyly (Jari yang menyatu dengan 

jari lainnya dengan penyatuan kulit dan dapat juga memungkinkan terdapat 

 
5 Mohamad Rachadian Ramadan, dkk, Early and Recent Development of Reconstructive 

Microsurgery Subspecialty In Dr. Cipto Mangunkusumo National Hospital, Universitas 

Indonesia (1983-2020), Jurnal Plastik Rekonstruksi, Vol.6 No.2, 2019, hlm. 281.  
6    Id, hlm. 282. 
7    Id. 
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penyatuan tulang jari), cacat akibat trauma luka bakar, dan lain-lain. 8 

Sedangkan bedah estetik merupakan suatu prosedur medis pada orang normal 

supaya menjadi lebih baik dari normal (super normal), contohnya face lift 

(bedah estetik pada wajah dan leher untuk menghilangkan cacat dan 

ketidaksempurnaan seperti keriput atau kulit kendur), abdominoplasty (bedah 

estetik perut yang biasanya melibatkan pengangkatan kulit dan lemak berlebih 

serta pengencangan otot perut), liposuction (bedah pengangkatan timbunan 

lemak lokal (seperti di paha) terutama untuk tujuan estetika), dan lain-lain.9 

 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Bedah Plastik 

(PERAPI), bedah estetik di Indonesia mengalami peningkatan hingga 400% 

sejak tahun 2005 dan tentunya sampai saat ini teruslah meningkat.10 Namun 

permintaan yang meningkat tersebut tidak sebanding dengan jumlah dokter 

spesialis bedah estetik di Indonesia, yakni dari total keseluruhan yang 

terdaftar dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik (PERAPI) hanya 

sebanyak 104 dokter spesialis bedah estetik.  

 

Pelaksanaan bedah plastik diatur di dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa hanya tenaga kesehatan yang 

memiliki keahlian saja yang berwenang melakukan bedah plastik dan 

rekonstruksi11 . Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah setiap orang yang 

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan 

dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk 

jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.12   

 
8  Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan   

Profesi Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, hlm. 11. 
9     Id. 
10  Lina Natalia, Shaping the Nation: Cosmetic Surgery in Indonesia, Indonesia Expat, (Januari 

2016), diakses 16 Januari 2021, pukul 16:00 WIB.  
11  Pada Bagian Penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 

Kesehatan menyatakan bahwa bedah plastik dan rekonstruksi adalah suatu rangkaian tindakan 

medis yang dilakukan untuk memulihkan keadaan fisik seseorang pada kondisi tubuhnya 

termasuk bedah plastik kosmetika dan estetika.  
12  Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 

1 angka 1.   
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Jumlah yang melakukan bedah estetik terus meningkat dengan pesat di 

Indonesia dan kerap kali terjadi sejumlah kesalahan medis selama proses 

bedah estetik. Menurut PERAPI pada tahun 2007, sebanyak 249 kasus 

kesalahan bedah plastik terjadi di Indonesia. 13  Sebagian besar kesalahan 

terjadi di bagian hidung (97 kasus), dagu (44), bibir bawah (40), pipi (23 

kasus), bibir atas (12 kasus), payudara (12 kasus), kemaluan luar (10 kasus), 

kelopak mata atas/bawah (8 kasus), bokong (1 kasus), dan tubuh lain (2 

kasus).14 Jumlah tersebut hanyalah sebagian dari yang tercatat saja. 

 

Dokter dan pasien secara lisan maupun tertulis terikat pada suatu perjanjian.15 

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang 

lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu 

hal.16 Hubungan tersebut kemudian melahirkan suatu transaksi yang disebut 

sebagai perjanjian terapeutik. Secara hukum, perjanjian terapeutik merupakan 

hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medik secara 

profesional dengan keahlian dan keterampilan yang telah teruji.17  

 

Berdasarkan pemaparan-pemaparan sebelumnya kemudian menimbulkan 

pertanyaan mengenai pertanggungjawaban bedah estetika, yang dimana di 

Indonesia hanya sekadar diatur mengenai siapa yang berwenang melakukan 

tindakan bedah plastik estetik dan larangan untuk bedah plastik dengan tujuan 

mengubah identitas baik menjadi jenis kelamin yang berbeda dari sebelumnya 

maupun berubah identitas secara tampilan wajah tetapi dengan jenis kelamin 

 
13  Acandra, Masih Minim, Ahli Bedah Plastik Indonesia, Kompas, (Januari 2008), diakses 16 

Januari 2021, 

https://nasional.kompas.com/read/2008/01/17/15220771/masih.minim.ahli.bedah.plastik.indon

esia, pukul 12:00 WIB. 
14    Id. 
15  Ferryani Krisnawati, Tinjauan Yuridis Terhadap Konstruksi Hukum Perjanjian Terapeutik Yang 

Termuat Dalam Informed Consent Dihubungkan Dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen Di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, Fakultas Hukum 

Universitas Wijayakusuma, Purwokerto, hlm. 169. 
16   Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa, 2005, hlm. 1.  
17   Supra Note 15, hlm. 170. 

https://nasional.kompas.com/read/2008/01/17/15220771/masih.minim.ahli.bedah.plastik.indonesia
https://nasional.kompas.com/read/2008/01/17/15220771/masih.minim.ahli.bedah.plastik.indonesia
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yang sama seperti sebelumnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 69 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Mengingat sudah 

banyak terjadinya kegagalan bedah estetik bahkan banyak yang hasilnya 

justru dapat dinilai 'cacat' dari kondisi sebelum dilakukannya bedah estetik, 

maka sangatlah penting untuk mengetahui mengenai batasan-batasan 

tanggung jawab serta parameter kegagalan dari bedah estetik itu sendiri. 

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada tanggung jawab dokter 

bedah estetik di Rumah Sakit Umum Swasta.  

 

Maka berdasarkan pemaparan di atas mendorong penulis untuk meneliti lebih 

jauh lagi mengenai topik tersebut dan kemudian dituangkan ke dalam 

penulisan hukum yang berjudul “PERLINDUNGAN KONSUMEN PASIEN 

BEDAH ESTETIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 

TAHUN 1999”. 

 

2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pokok pikiran yang telah dijelaskan di dalam latar belakang di 

atas, penulis kemudian merumuskan permasalahan hukum yang akan dibahas 

di dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana kegagalan suatu hasil bedah estetik secara hukum ? 

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum seorang dokter kepada 

pasien selaku konsumen atas hasil bedah estetik yang gagal ditinjau 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen ? 

 

3. Tujuan Penelitian 

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan penelitian 

yang hendak dicapai yaitu: 

1. Mengetahui bagaimana  kegagalan suatu hasil bedah estetik secara hukum.  
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2. Mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum seorang dokter kepada 

pasien selaku konsumen atas hasil bedah estetik yang gagal ditinjau 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

 

4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran yang berarti bagi 

pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum 

Perlindungan Konsumen dan Bedah Estetik di Indonesia sebagaimana kita 

ketahui semakin banyaknya jasa bedah estetik yang ditawarkan baik oleh 

instansi medis maupun klinik kecantikan dan tentunya terdapat masalah-

masalah baru beserta konsekuensi terhadap hukum positif yang berlaku.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemikiran baru bagi konsumen 

yang melakukan bedah estetik di Indonesia, di lain sisi juga diharapkan 

dapat membantu praktisi hukum untuk mengetahui apa saja aspek-aspek 

hukum dalam bedah estetik di Indonesia yang semakin berjamur.  

 

5. Metode Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

a.   Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis 

Normatif merupakan suatu pendekatan yang akan digunakan oleh 

penulis dengan meneliti bahan pustaka maupun data sekunder sebagai 

bahan dasar penelitian dengan menelusuri peraturan-peraturan dan 
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literatur-literatur yang berkaitan dengan bedah plastik. 18  Melalui 

pendekatan ini, penulis akan melakukan penelitian bedah estetik di 

Indonesia terhadap peraturan-peraturan dalam hukum positif, terutama 

UUPK. 

 

b. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan penulis adalah data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari sumber 

tertulis, diantaranya: buku, majalah, ilmiah, arsip, dokumen-dokumen 

resmi dan lain-lainnya. 19  Dalam penelitian ini yang menjadi data 

sekunder adalah sebagai berikut :  

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen.  

2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran. 

3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan  

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan. 

5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.  

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

756/MENKES/SK/VI/2004. 

8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 

tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah 

Plastik Rekonstruksi dan Estetik. 

9. Black's Law Dictionary (Abridged Sixt Edition, 1990). 

10. Buku-buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.  

 
18  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 13-14.  
19   Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya, 2010, hlm. 112. 
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c. Teknik Analisa Data 

Melalui data-data relevan yang ditemukan kemudian dianalisa secara 

sistematis dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan 

peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan. 

Setelah data dianalisa maka akan disajikan secara deskriptif dengan 

cara memaparkan hasil temuan dan hasil analisa terhadap temuan 

tersebut. 

 

6. Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan pembahasan dan memperoleh gambaran secara 

keseluruhan mengenai isi pembahasan penulisan hukum ini, maka penulis 

membagi menjadi lima bab yang kemudian akan dibagi menjadi sub bab 

dengan sistematika sebagai berikut :  

BAB I        Pendahuluan 

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika 

penelitian untuk menjadi gambaran awal mengenai penelitian ini. 

 

BAB II Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen Atas 

Pasien Bedah Estetika. 

Dalam bab ini akan dipaparkan teori-teori umum maupun kajian 

yuridis dari perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan 

bedah estetika sehingga bab ini yang akan membawa penulis 

dalam membahas keseluruhan permasalahan hukum ini.  

 

 BAB III       Kegagalan Serta Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter 

kepada pasien selaku konsumen atas kegagalan bedah 

estetik. 
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Pada bab ini penulis membahas rumusan masalah pertama dan 

kedua mengenai bagaimana kegagalan suatu hasil bedah estetik 

secara hukum serta pertanggungjawaban hukum seorang dokter 

terhadap hasil bedah estetik yang gagal. 

 

 

 BAB IV       Penutup  

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan secara 

menyeluruh dari hasil penelitian ini, berikut juga dengan 

sarannya. 
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